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PUTUSAN
Nomor 0069/Pdt.G/2019/PAPw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan
putusanperkara Cerai Gugat,antara;

PENGGUGAT, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani,
Kewarganegaraan Indonesia, berkediaman di  Kabupaten
Buton Tengah, Sulawesi Tenggara,dalamhalinidiwakili oleh
TAMDIN, S.HI, LM\ AKYAR FATHAR MURZIAN, S.H, LA
ODE DARWIS, S.HAdalah Advokat dan anggota Pos Bantuan
Hukum Advokat Indonesia Pasarwajo (POSBAKUMADIN
PASARWAJO) berkedudukan di Kelurahan Pasarwajo,
Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi
Tenggaraberdasarkan surat Kuasa tanggal 2 April 2019
terdaftar dalam surat kuasa nomor 0014/SK/Pdt.G/2019/PA Pw
sebagai Penggugat;

melawan
TERGUGAT, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Kewarganegaraan Indonesia, berkediaman di , Kabupaten

Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, yang sekarang tidak di
ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Disclaimer
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Menimbang, bahwa Penggugatdalam surat gugatannya tanggal 4 April
2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 5 April 2019 denganNomor
0069/Pdt.G/2019/PAPw., adapun dalil-dalil Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 telah dilangsungkan
perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan
menurut hukum dan sesuai dengantuntunan ajaran agama Islam.
Perkawinan tersebut telah dicatatkan di KantorUrusan Agama (KUA)
Kecamatan Mawasangka, Sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah
No0.236/14/X1/2012 tertanggal 12 November 2012.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediamanbersama di Alamat Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.
Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai dua
orang anak yang bernama :

1) ALIYA RUSFI perempuan/laki-laki, lahir pada tanggal 17 Februari
2008 di Lolibu

2) RAHMAD CUNDA PAPRIADI, laki-laki, lahir pada tanggal 25
Oktober 2015 di Lolibu;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung mulai dengan awal bulan
Desember tahun 2012 sampai dengan awal bulan Februari 2014, karena
sejak awal bulan Februari tahun 2014 tergugat meminta izin untuk
merantau ke Kota Batam sampai sekarang tidak pulang-pulang sehingga
ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis lagi.

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Awal

bulanFebruari tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
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ranjang.Sehingga sejak bulan Februari tahun 2014 antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya
sebagai suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa pada bulan Mei 2014 tergugat (suami) dari penggugat sudah
memiliki istri lagi di Kota Batam sehingga menambah penderitaan nafkah
lahir bathin oleh penggugat.

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan
darisuatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat
untuk mengajukan permohonan gugat cerai terhadap Tergugat atas
dasar pertengkaran yang terus-menerus terjadi dan sekaligus tidak
terpenuhinya nafkah Lahir dan Bathin-nya sehingga tidak mungkin hidup
rukun lagi dan dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk
menyatakan permohonan gugat cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun
2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002
tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama
Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia
untuk itu;

10.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk berkenan menerima,

memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :
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1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

2. Menyatakan jatuhnya talak satu Bain Sughro kepada Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

3. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
melaluikuasanyatelah hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir
dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia
Baubau yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan dengan cara memberikan
pandangankepadakuasa Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan
rumah tangganya dan tidak melakukanperceraian, tetapi tidak berhasil dan
Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, begitupula
mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugattanpa
adanya perubahan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus)
meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani
pembuktian.Oleh karena itu,Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:
Fotokopi Kutipan Akta NikahNomor 236/14/X1/2012 tertanggal 12 November
2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka,
Kabupaten Buton Tengah,bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.;
B. Saksi-saksi:
1. SAKSI |, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara, pendidikan
S1, tempat tinggal di KabupatenButon Tengah,saksidibawah sumpahnya

telah memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugatsebagaisuamiistri;

- BahwaPenggugat dan Tergugat terakhirtinggal bersamadi Kab. Buton
Tengah, Sulawesi Tenggara;

- BahwaPenggugat dan Tergugat telahdikaruniai2(dua) orang anak;

- BahwasaksitidakpernahmelihatpertengkaranPenggugat dan Tergugat;

- BahwaPenggugat dengan Tergugat tidaktinggalbersamalagisekitar4
(empat) tahunlalukarenaTergugat pergimeninggalkanPenggugat;

- Bahwaselama Tergugat
pergitidakpernahmemberikannafkahkepadaPenggugat;

- Bahwaselamapisahtempattinggalkeduanyatidakadasalingkomunikasilagi
dan Tergugat tidakdiketahuialamatnya yang jelas dan pasti di dalam di
luarwilayahRepublik Indonesia;

2. SAKSI Il, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD,
tempat tinggal KabupatenButon Tengah, saksidibawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugatsebagaisuamiistri;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhirtinggal bersamadi Buton
Tengah, Sulawesi Tenggara;

- BahwaPenggugat dan Tergugat telahdikaruniai2(dua) orang anak;

- BahwasaksitidakpernahmelihatpertengkaranPenggugat dan Tergugat;

- BahwaPenggugat dengan Tergugat tidaktinggalbersamalagisekitar4
(empat) tahunlalukarena Tergugat pergimeninggalkanPenggugat;

- Bahwaselama Tergugat
pergitidakpernahmemberikannafkahkepadaPenggugat;

- Bahwaselamapisahtempattinggalkeduanyatidakadasalingkomunikasilagi
dan Tergugat tidakdiketahuialamatnya yang jelas dan pasti di dalam di
luarwilayahRepublik Indonesia;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akanmengajukan sesuatu apapun
danmemberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta
mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
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dari Putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Penggugat
diwakili oleh kuasanya untuk kepentingan Penggugat di persidangan sampai
perkara ini diputus dengan demikian kuasa Penggugat dinilai telah memenuhi
syarta formil dan materil sebagai kuasa hukumPenggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Hakim telah berupaya
mendamaikan Penggugat dengan jalan memberi saran kepadakuasaPenggugat
agar Penggugatkembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmahdengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi
maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakil’lkuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak
didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan
demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum
serta dalil-dalil gugatannya terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut dapat
dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat
(1) R.Bg, demikian pula mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana
ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan dikarenakanTergugattidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam

persidangan fertutup untuk umumsesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan
isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugatdapat disimpulkan pada
pokoknya bahwaPenggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana
layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, terakhir tinggal bersama
diDusun wakaito, Desa, Bajo. Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton
Tengah, Sulawesi Tenggara dan pada tahun 2014 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali dan tidak dikatahui
lagi keberadaanya dan sejak itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan pada
adanya pisahtempattinggalselama 2 tahunberturutturutsebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang yang telah ditetapkan
Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya.
Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang
perintah pengadilan (fa’‘azzuz), dengan demikian patut dinyatakan hak
jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub
dalam kitab Ahkamul Quran Juz Il halaman 405 yang kemudian diambil alih
sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

5 Wbggd Comy Wb ) o 0 ST 1 83 0
Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim
untukhadirdalampersidangantidakmaudatangmenghadap,
makaiatelahberbuatdzalim dan gugurlahhakjawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dalil gugatan Penggugat karena
ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara
khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam
perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud
Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat

bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Hakim
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perlu mengetengahkan sebuah dalil Dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 422
yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:
ake o Soallg Aedly (ssell flow 3lr 035adsl aylsd oliam s Ol
Artinya: “Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia
enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat
mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya’.

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat [P]dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti [P] (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
yang isinya menjelaskan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami
istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti [P] telah memenuhi
persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Hakim menerima bukti
surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (vide Pasal 11 ayat (1)
huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Hakim akan
mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa
“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat
oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut
dihubungkan dengan alat bukti [P] yang diajukan Penggugat di persidangan
tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya
yang sah, oleh sebab itu, Penggugat dan Tergugat secara formil adalah
sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti [P], Penggugat telah mengajukandua
orang saksi dan memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan
dilihatnya sendiri,oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keduasaksi Penggugat tersebut merupakan
keluarga atau orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi

ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
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dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada
larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta
mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan
kesaksian, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg,
telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang
dikuatkan dengan bukti [P]berupa Kutipan Akta Nikah serta keterangan kedua
saksi Penggugat, maka Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan
perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam gugatan
Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat, maka Hakim
memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal terakhir di Dusun wakaito, Desa Bajo,Kecamatan Mawasangka,
Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara,dan telah dikaruniai2 (dua)
orang anak;

Menimbang, bahwa posita mengenai adanya pisah tempat tinggal
diperolehberdasarkan keterangan saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggalsejak 4 (empat) tahun lalu karena Tergugat
meninggalkan kediaman bersama, dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah
kembali dan tidak mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan sejak itu
tidak ada lagi komunikasi karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi
Penggugat tersebutadalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya pisah
tempat tinggal yang cukup lama, dan keterangan kedua saksi tersebut
merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi
bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya,
sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh
karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Hakim menilai
keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh
Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat serta fakta yang terungkap
dipersidangan, maka ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah telah hidup
rukuntelahdikaruniai2 (dua) oranganak;

2. Bahwa sekitar 4 (empat) tahun laluantara Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sejak
pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirim kabar dan nafkah
kepada Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keinginan untuk
memperbaiki kehidupan rumah tangganya;

4. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya
lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat yang terpisah sebagai suami istri sekitar 4 (empat) tahun
lalukarena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta selama itu pula tidak
ada perubahan ke arah positif untuk membinarumah tangga sebagai suami
istrimaka dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat
selama 2 tahun berturut turut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana tersebut
di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada keharmonisan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup
berpisah yang hingga saat ini kurang lebih 4 (empat) tahunlamanya, demikian
pula dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan mengindikasikan bahwa
Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan
dengan Penggugat. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah dilakukan
tetapitidak berhasil, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada
harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari
sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di
atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud

kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmahyang merupakan tujuan hakiki dari
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suatu perkawinansebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Q.S.
Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya
untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan
perkawinannya, sehingga Hakim berpendapat adanya fakta hukum bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun
berturut turut, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula
ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat kondisi rumah
tangga Penggugat dan Tergugat di atas, maka mempertahankan rumah tangga
yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan
penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat
menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya
untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan guna menghindari mudharat
yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang
sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah figh yang menyatakan:
bl e dsedodalialls s
Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan

kemaslahatan:;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa
rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan
demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan
nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim menilai bahwa gugatan
Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian
alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak
hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan ternyata gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil
gugatannya terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa
hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai
Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat(2) point [c] Kompilasi
Hukum Islam maka talaknya adalah talak bain, dengan demikian hakim
mengambil alih hak talak Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra
Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan  talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadapPenggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah
Rp491.000,00 (empat ratus sembilanpuluhsaturibu rupiah);
Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari
Rabu tanggal 21Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal
20Dzulhijjah1440 Hijriah, oleh Sudirman M., S.HI., sebagai Hakim, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim tersebut dan dibantu oleh La Ode Muhammad Akhmar, SH sebagai
Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat /kuasanya tanpa hadirnya

Tergugat;
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Hakim

ttd.
Sudirman M., S.HI.,

PaniteraPengganti
ttd.

La ode Muhammad Akhmar, SH

Perincian biaya:

Pendaftaran............ccccceeeeeiiiiiineennns Rp 30.000,00
Biaya Proses.........ccccoouviiieiiieennnnnnn. Rp 50.000,00
Panggilan.......ccccceeeeiiiiiiiiiiiee, Rp 375.000,00
PNBP Panggilan......................... Rp 20.000,00
Redaksi 10.000,00
Materai......cccooveveeeeeiiiiieee e, 6.000,00

Jumlah......ccoo Rp 491.000,00
Terbilang: (empat ratus sembilanpuluhsaturibu rupiah)
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